KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR  30  TAHUN  2002

TENTANG

PENJABARAN TUGAS  POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR PROPINSI JAWA TENGAH

Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan  Sumber  Daya  Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi,  Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur. 

Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor  10 Tahun 1950 tentang   Pembentukan   Propinsi  Jawa Tengah ;



2.
Undang-undang  Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;



3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



4.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun 2000  tentang  Kewenangan  Pemerintah  Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



5.
Peraturan  Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pe-rangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);



6.
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000  tentang  Dana Perimbangan (Lem-baran Negara Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 



7.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);



8.
Keputusan Presiden Nomor  44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);



9.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi,  Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG  PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal   1

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

a.
Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah ;

b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;

c.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

d.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah ;

e.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaanya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan ;

f.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;

g.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah ;

h.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang selanjutnya disingkat Dipertan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah ;

i.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah ;

j.
Pertanian adalah semua jenis/macam tanaman padi, palawija, hortikultura ;

k.
Tanaman Padi adalah tanaman yang ditanam dilahan sawah maupun bukan lahan sawah ( Padi Sawah dan Padi Gogo); 

l.
Tanaman Palawija adalah tanaman yang di tanam dilahan sawah maupun lahan bukan sawah yang terdiri atas Jagung, Kedele, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Shorghum;

m.
Tanaman Hortikultura adalah tanaman terdiri atas tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan yang dapat ditanam dilahan sawah, tegalan, lahan pasang surut dan pekarangan;

n.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri  

BAB   II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dinas

Pasal 2

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok :

a.
melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

b.
melaksanakan kewenangan di bidang Pertanian Tanaman Pangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;

c.
melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Pertanian Tanaman Pangan  yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

d.
melaksanakan kewenangan dekonsentrasi  yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal   3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a.
pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;

b.
pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian Tanaman Pangan ;

c.
pelaksanaan pengendalian standar mutu hasil Pertanian Tanaman Pangan ;

d.
pelaksanaan fasilitasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan ;

e.
pelaksanaan penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota di bidang  Pertanian Tanaman Pangan ;

f.
pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana produksi dan pemasaran Pertanian Tanaman Pangan ;

g.
pelaksanaan pengembangan sumber daya Pertanian Tanaman Pangan ;

h.
pelaksanaan penyusunan rencana produksi, penyiapan paket teknologi dan pengembangan tanaman serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan tanaman obat ;

i.
pelaksanaan pengembangan perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

j.
pelaksanaan pengaturan dan pengawasan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan ;

k.
pelaksanaan perencanaan kawasan Pertanian Tanaman Pangan terpadu berdasarkan kesepakatan antar Kabupaten/Kota ;

l.
pelaksanaan penanganan penyakit hama Pertanian Tanaman Pangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ; 

m.
pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal  4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

(1) 
Kepala Dinas, membawahkan :


a.
Bagian Tata Usaha ; 


b.
Sub Dinas Rencana Program ;


c.
Sub Dinas Produksi ; 


d.
Sub Dinas Sarana  Prasarana Pertanian ; 


e.
Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Usaha Pertanian; 


f.
Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) 
Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3)
Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) 
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok  dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal   6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaporan Bidang Ketatausahaan, pelaksanaan dan pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan, serta pelaksanaan dan pelayanan urusan Hubungan Masyarakat, Perpustakaan, Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, Rumah Tangga dan Perlengkapan di lingkungan Dinas.

Pasal   7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a.
penyiapan bahan rencana dan program di bidang Tata Usaha ;

b.
penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum ;

c.
penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan Hubungan Masyarakat, Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, Rumah Tangga dan Perlengkapan ;

d.
penyiapan bahan pelaporan bidang Tata Usaha ;

e.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal  8

(1)
Bagian Tata Usaha, membawahkan :


a.
Sub Bagian Kepegawaian ;


b.
Sub Bagian Keuangan ;


c.
Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi Dan Tatalaksana;


d.
Sub Bagian Umum ;

(2)
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaporan bidang Kepegawaian, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, tata usaha kepegawaian, mutasi dan pengembangan pegawai, analisis kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Dinas.

Pasal  10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi anggaran dan pembukuan, pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang Keuangan dilingkungan Dinas.

Pasal  11

Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi Dan Tatalaksana  mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan teknis dan pelaporan bidang Hukum, Hubungan Masyarakat, Dokumentasi, Perpustakaan, Organisasi dan Tatalaksana di lingkungan Dinas.

Pasal  12

Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan Asdministrasi Umum, urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan  dilingkungan Dinas.

Bagian Keempat

Sub Dinas Rencana Program

Pasal   13

Sub Dinas Rencana Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi kebijakan teknis, rencana dan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem informasi bidang Pertanian Tanaman Pangan, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi bidang Pengembangan Dasar Perencanaan, Identifikasi Dan Perumusan Program dan Evaluasi, Pelaporan Dan Pengendalian.

Pasal  14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Dinas Rencana Program mempunyai fungsi : 

a.
penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan ;

b.
penyiapan bahan koordinasi kebijakan teknis bidang Pertanian Tanaman Pangan;

c.
penyiapan bahan rencana dan program bidang Pertanian Tanaman Pangan;

d.
penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang Pengembangan Dasar Perencanaan, Identifikasi Dan Perumusan Program dan Evaluasi, Pelaporan Dan Pengendalian.;

e.
penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama bidang Pengembangan Dasar Perencanaan, Identifikasi Dan Perumusan Program dan Evaluasi, Pelaporan Dan Pengendalian ;

f.
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang Pengembangan Dasar Perencanaan, Identifikasi Dan Perumusan Program dan Evaluasi, Pelaporan Dan Pengendalian ;

g.
penyiapan bahan pelaksanaan sistem informasi bidang Pertanian Tanaman Pangan ;

h.
penyiapan bahan pelaporan bidang Pertanian Tanaman Pangan;

i.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal  15

(1)
Sub Dinas Rencana Program, membawahkan : 


a.
Seksi Pengembangan Dasar Perencanaan;


b.
Seksi Identivikasi Dan Penyusunan Program;


c.
Seksi Evaluasi, Pelaporan Dan Pengendalian. 

(2) 
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Rencana Program.

Pasal  16

Seksi Pengembangan Dasar Perencanaan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan progarm kerja, koordinasi teknis bidang Pertanian Tanaman Pangan, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Pengembangan Dasar Perencanaan serta Pensistimasian Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Pengkajian Data Sistem Informasi dan Perencanaan Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal  17

Seksi Identifikasi Dan Penyusunan Program mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Identifikasi Dan Perumusan Program serta pelaksanaan kegiatan Analisa, Identifikasi Masalah, Perumusan Program Pembangunan Pertanian.

Pasal  18

Seksi Evaluasi, Pelaporan Dan Pengendalian mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, bidang Evaluasi, Pelaporan Dan Pengendalian serta Evaluasi, Pelaporan Dan Pengendalian pelaksanaan bidang Pertanian Tanaman Pangan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Produksi 

Pasal  19

Sub Dinas Produksi mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana dan program, pelaporan pelaksanaan bidang Produksi, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Produksi Padi Palawija, Produksi Hortikultura dan Benih.

Pasal  20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Produksi mempunyai fungsi :

a.
penyiapan bahan rencana dan program bidang Produksi ;

b.
penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan bidang Produksi Padi Palawija, Produksi Hortikultura dan Benih;

c.
penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama bidang Produksi Padi Palawija, Produksi Hortikultura dan Benih;

d.
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang Produksi Padi Palawija, Produksi Hortikultura dan Benih;

e.
penyiapan bahan pelaporan bidang Produksi ;

f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal  21

(1)
Sub Dinas Produksi terdiri dari :


a.
Seksi Produksi Padi Palawija;


b.
Seksi Produksi Hortikultura;


c.
Seksi Benih.

(2)
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Produksi.

Pasal 22

Seksi Produksi Padi Palawija mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaporan bidang Produksi Padi Palawija, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi bidang Produksi Padi Palawija serta pelaksanaan penyiapan Paket Teknologi Maju Spesifik Lokasi Berwawasan Lingkungan.

Pasal 23

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantaaun dan evaluasi, pelaporan bidang Produksi Hortikultura serta pelaksanaan penyiapan Paket Teknologi Maju Spesifik Lokasi Berwawasan Lingkungan.

Pasal 24

Seksi Benih mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantaaun dan evaluasi, pelaporan bidang Benih serta pelaksanaan Teknis Bimbingan tentang pengadaan dan pendistribusian Benih atau Bibit, Pembinaan Penangkar Benih dan Standarisasi Perbenihan Padi, Palawija dan Hortikultura.

Bagian Kelima

Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian

Pasal 25

Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana dan program, pelaporan pelaksanaan bidang Sarana Prasarana Pertanian, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi bidang Alat Mesin Pertanian, Air Irigasi Dan Rehabilitasi Lahan, Sarana Produksi Pertanian.

Pasal 26

Untuk  menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal  25, Sub  Dinas  Sarana  Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :

a.
penyiapan bahan rencana dan program bidang Sarana Prasarana Pertanian;

b.
penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang Alat Mesin Pertanian, Air Irigasi Dan Rehabilitasi Lahan, Sarana Produksi Pertanian ;

c.
penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama bidang Alat Mesin Pertanian, Air Irigasi Dan Rehabilitasi Lahan, Sarana Produksi Pertanian ;

d.
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang Alat Mesin Pertanian, Air Irigasi Dan Rehabilitasi Lahan, Sarana Produksi Pertanian;

e.
penyiapan bahan pelaporan bidang  Sarana Prasarana Pertanian;

f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

(1)
Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian, membawahkan :


a.
Seksi Alat Mesin Pertanian;


b.
Seksi Air Irigasi Dan Rehabilitasi Lahan;


c.
Seksi Sarana Produksi Pertanian.

(2)
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian.

Pasal 28

Seksi Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Alat Mesin Pertanian, Lumbung Pertanian serta Pembinaan Kerjasama Teknis, Standarisasi Pengujian dan Uji Coba Alat Pertanian.

Pasal 29

Seksi Air Irigasi Dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang  Air Irigasi Dan Rehabilitasi Lahan serta pembinaan teknis bidang Pemanfaatan Air Irigasi Tingkat Usaha Tani dan Penyusunan Rancangan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan.

Pasal 30

Seksi Sarana Produksi Pertanian mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Sarana Produksi Pertanian serta Penyusunan Pedoman Standarisasi dan Pengawasan Pestisida dan pupuk; pedoman inventarisasi jenis sarana produk terdaftar, terekomendasi, Proses Perijinan, Kerjasama dengan Sumber Permodalan dan Pembinaan Terhadap Penyaluran dan Pengembalian Kredit.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Usaha Pertanian

Pasal 31

Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Usaha Pertanian mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana dan program, pelaporan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Usaha Pertanian, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan  Usaha Dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Pasca Panen.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Usaha Pertanian mempunyai fungsi :

a.
penyiapan bahan rencana dan program bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Usaha Pertanian ;

b.
penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang Pengembangan Ssumber Daya Manusia, Pengembangan Usaha Dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Pasca Panen ;

c.
penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama bidang Pengembangan Ssumber Daya Manusia, Pengembangan Usaha Dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Pasca Panen ;

d.
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang Pengembangan Ssumber Daya Manusia, Pengembangan Usaha Dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Pasca Panen ;

e.
penyiapan bahan pelaporan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Usaha Pertanian;

f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

(1)
Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Usaha Pertanian, membawahkan :


a.
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;


b.
Seksi Pengembangan Usaha Dan Pengolahan Hasil Pertanian;


c.
Seksi Pasca Panen.

(2)
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Usaha Pertanian.

Pasal 34

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, pelaksanaan Evaluasi Pelatihan dan Pengkajian Sumber Daya Manusia Pertanian serta Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 35

Seksi Pengembangan Usaha Dan Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Pengembangan Usaha Dan Pengolahan Hasil Pertanian serta pelaksanaan Perijinan Perusahaan di bidang Pertanian dan Pembinaan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil.

Pasal 36

Seksi Pasca Panen mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Pasca Panen serta upaya Pengembangan Mutu Hasil Produksi, Sosialisasi Standart Mutu Hasil Produksi, Penerapan Teknologi Terapan dan Perkembangan Kehilangan Hasil atau Sertifikasi Mutu Hasil Produksi.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal  37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal  38

(1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2)
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(3)
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)
Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B  III

TATA KERJA

Pasal  39

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal  40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal  maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal  41

(1)
Setiap  Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

(2)
Setiap Pimpinan satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3)
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat  disampaikan kepada satuan organisasi  lain di lngkungan Dinas  yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4)
Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi  dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal  42

Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

B A B  IV

KEPEGAWAIAN

Pasal  43

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal  44

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal  45

Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal  46

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal  47

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal    48

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarangtc "Ditetapkan di Semarang"
pada tanggal  5  Mei  2002tc "pada tanggal  5  Mei  2002"
GUBERNUR JAWA TENGAHtc "GUBERNUR JAWA TENGAH"
TTDtc "TTD"
MARDIYANTOtc "MARDIYANTO"
Ditetapkan di Semarangtc "Ditetapkan di Semarang"
pada tanggal  10  Mei  2002tc "pada tanggal  10  Mei  2002"
SEKRETARIS DAERAHtc "SEKRETARIS DAERAH"
PROPINSI JAWA TENGAHtc "PROPINSI JAWA TENGAH"
TTDtc "TTD"
MARDJIJONOtc "MARDJIJONO"
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 32tc "LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 32"
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